BAB V
PENUTUP

51 Kesimpulan

Pengujian Perda Provinsi oleh Mendagri dan Perda Kabupaten/Kota oleh
Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat, yang merupakan salah satu
mekanisme pengawasan dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XI11/2015 dan No.
56/PUU-XIV/2016 karena adanya permohonan pengujian UU Pemda yang
diajukan olen APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia),
beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten, dan beberapa orang masyarakat. Kedua
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengabulkan permohonan pengujian
Pasal 251 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (7), dan ayat (8) UU Pemda, khususnya yang
memberi kewenangan kepada Mendagri dan Gubernur untuk membatalkan Perda
melalui mekanisme executive review. Frasa Perda Provinsi dan Perda
Kabupaten/Kota dalam Pasal 251 UU Pemda dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu
hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khusunya mengenai pengawasan
oleh Pemerintah Pusat terhadap Daerah, mengalami pergeseran.

Akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XI11/2015 dan
No. 56/PUU-XIV/2016, Menteri dan Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah
Pusat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda melalui mekanisme
executive review. Kewenangan executive review terhadap Perda oleh Pemerintah
Pusat, mengakibatkan mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah Pusat
terhadap daerah, tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana diatur dalam
UU Pemda sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini,
Pemerintah Pusat hanya dapat melakukan mekanisme pengawasan preventif
terhadap daerah, khususnya terhadap Perda. Pemerintah Pusat hanya dapat
melakukan kontrol a priori, yakni evaluasi terhadap rancangan Perda,
sebagaimana diatur dalam Pasal 242 dan Pasal 245 UU Pemda. Evaluasi terhadap
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rancangan Perda sebagai mekanisme pengawasan preventif, merupakan satu-
satunya mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat
terhadap Perda. Oleh karena itu pula, Pasal 128 sampai Pasal 156 Permendagri
No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, khususnya
yang mengatur mengenai mekanisme pembatalan Perda oleh Mendagri dan
Gubernur, sudah tidak berlaku karena Mendagri dan Gubernur tidak memiliki
kewenangan untuk membatalkan Perda.

Pengawasan represif terhadap daerah sesungguhnya masih dapat
dilaksanakan, namun tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dikatakan demikian
karena pengawasan represif hanya dapat dilakukan terhadap Perkada. Pemerintah
Pusat tetap memiliki kewenangan untuk membatalkan Perkada, sebagaimana
diatur dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda. Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa kewenangan untuk membatalkan Perkada merupakan bagian
dari mekanisme pengawasan dari Presiden atau Menteri dan Gubernur sebagai
wakil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan kewenangan
untuk membatalkan Perda dalam Pasal 251 UU Pemda, sebagai mekanisme
pengawasan represif, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun
demikian, Perkada merupakan peraturan yang dibuat untuk mengimplementasikan
Perda, sehingga pengawasan represif oleh Pemerintah Pusat tidak dapat
dilaksanakan sepenuhnya.

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dengan pengawasan
mengalami pergeseran, yang semula dapat melakukan kontrol a priori dan a
posteriori, saat ini Pemerintah Pusat hanya dapat menjalankan kontrol a priori
terhadap Perda. Karena Pemerintah Pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk
membatalkan Perda dengan mekanisme executive review, maka pengujian dan
pembatalan Perda hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui
mekanisme judicial review, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24A ayat (1)
UUD 1945. Oleh karena itu, saat ini hanya Mahkamah Agung yang dapat
membatalkan Perda. Apabila Pemerintah Pusat beranggapan bahwa Perda
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

kepentingan umum dan/atau kesusilaan, maka Pemerintah Pusat dapat
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mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian
dan pembatalan terhadap Perda melalui mekanisme judicial review.

Terkait dengan hubungan pengawasan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, penulis sependapat dan mendukung hubungan pengawasan setelah
dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kewenangan
executive review Perda oleh Mendagri dan Gubernur. Jika kita melihat mekanisme
yang ada, pengawasan preventif merupakan satu-satunya mekanisme pengawasan
terhadap Perda. Pengawasan preventif merupakan mekanisme pengawasan
terhadap rancangan Perda, dengan kata lain Perda belum diundangkan dan belum
berlaku sehingga belum menimbulkan akibat hukum. Sesungguhnya apabila
Pemerintah Pusat menjalankan mekanisme preventif dengan baik, maka
mekanisme pengawasan represif tidak diperlukan lagi, karena sebelum berlaku,
rancangan Perda telah dievaluasi oleh Pemerintah Pusat. Sehingga apabila
ditemukan Perda bermasalah, maka bukan hanya Pemerintah Daerah, melainkan
Pemerintah Pusat juga telah lalai dalam melakukan pengawasan. Selain itu
pengawasan juga lebih baik dilakukan pada saat Perda masih berbentuk
rancangan, sehingga belum menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan
masyarakat.

5.2 Saran

Oleh karena Pemerintah Pusat tidak dapat melaksanakan pengawasan
represif terhadap Perda, maka pengawasan preventif haruslah dilaksanakan
dengan baik. Evaluasi terhadap rancangan Perda, harus menjadi perhatian dan
fokus dari Pemerintah Pusat, khusunya Kementrian Dalam Negeri. Evaluasi
terhadap rancangan Perda sebagai mekanisme pengawasan preventif, merupakan
satu-satunya mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat
terhadap Perda. Evaluasi terhadap rancangan Perda, harus mampu mengurangi
lahirnya Perda-Perda bermasalah. Mengingat tingkat efisiensi dan efektivitas,
apabila tidak ditemukan lagi Perda-Perda bermasalah, maka akan menghemat

biaya dan waktu yang dikeluarkan terkait dengan penyusunan Perda.
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Sebagai bukti konkrit, 3.143 Perda bermasalah yang dibatalkan oleh
Mendagri melalui Instruksi Mendagri No. 582/476/SJ dan No. 582/1107/SJ pada
Juni Tahun 2016, memperlihatkan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap
rancangan Perda belum dilaksanakan dengan baik. Banyaknya jumlah Perda
bermasalah yang dibatalkan oleh Mendagri merupakan suatu hal yang sangat
disesalkan, karena menjadi bukti bahwa adanya hubungan, tugas, dan kewajiban
yang dijalankan tidak maksimal. Oleh karena itu, Kementrian Dalam Negeri harus
lebih serius dan teliti dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda.
Penulis berpendapat bahwa Pemerintah Pusat, khususnya Kementrian Dalam
Negeri, harus meningkatkan kinerja dan menambah program terkait evaluasi
rancangan Perda, khususnya Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktur
Jenderal Bina Pembangunan Daerah, serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah,
dimana komponen-komponen dari Kementrian Dalam Negeri tersebut bertugas
untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda. Dalam melakukan evaluasi
terhadap rancangan Perda, komponen-komponen Kemendagri tersebut harus
meningkatkan program kerjanya, yang dapat dilakukan dengan menambah tenaga
kerja yang memiliki keahlian tersebut, dan juga lebih melibatkan para ahli. Selain
itu, pengawasan juga harus diimbangi dengan pembinaan dan bimbingan terhadap
Pemerintah Daerah dalam penyusunan produk hukum daerah, baik dari segi
formil maupun materil, sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya Perda
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Dalam proses evaluasi rancangan Perda,
Kemendagri juga sebaiknya menetapkan sanksi terhadap Pemerintah Daerah dan
komponen dari Kemendagri yang bertugas melakukan evaluasi terhadap
rancangan Perda, apabila dalam proses evaluasi terdapat pelanggaran seperti
keterlambatan penyerahan rancangan Perda oleh Pemerintah Daerah,
keterlambatan pemberian nomor register rancangan Perda, dan kelalaian lainnya
yang dapat menghambat dan mengganggu proses evaluasi rancangan Perda.
Sanksi tersebut diharapkan dapat mengurangi kemungkinan lahirnya Perda-Perda
bermasalah, karena rancangan Perda telah mendapat proses evaluasi yang lebih

terarah dan tepat sasaran.
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Pemerintah Pusat juga dapat berkoordinasi dengan DPR dan Mahkamah
Agung untuk membuat pengaturan mengenai limit/batas waktu pengujian Perda
olen Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan banyaknya Perda yang akan
dikeluarkan oleh Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia. Proses pengujian terhadap Perda bermasalah janganlah menggunakan
waktu yang lama, karena kerugian yang ditanggung oleh masyarakat juga akan
semakin besar. Selain itu, karena Pasal 128 sampai Pasal 156 Permendagri No. 80
Tahun 2015, khususnya yang mengatur mengenai mekanisme pembatalan Perda
olen Mendagri dan Gubernur sudah tidak dapat diberlakukan dan tidak relevan
lagi, maka sebaiknya Mendagri melakukan perubahan terhadap Permendagri No.
80 Tahun 2015, yakni menghilangkan mekanisme pembatalan Perda yang diatur
Pasal 128 sampai dengan Pasal 156. Pemerintah dapat juga melakukan perubahan
dengan menambah pengaturan mengenai mekanisme evaluasi rancangan Perda
yang terdapat dalam BAB VIII Permendagri No. 80 Tahun 2015, yakni Pasal 91
sampai dengan Pasal 97, karena evaluasi rancangan Perda merupakan satu-

satunya mekanisme pengawasan terhadap Perda.
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